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2. Analisis Mutasi Pejabat Eselon Pada Kantor Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar

Oleh : Bianca Anbrelia

nyiw eyd

Penelitian ini dilakukan dialakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sufmber Daya Manusia Kabupaten Kampar, tujuan penelitian ini adalah untuk
me‘ﬁganalisis apa saja yang menjadi proses pelaksanaan mutasi pejabat eselon di
Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar dan Faktor-
fakior kendala dalam pelaksanaan mutasi pada Badan Kepegawaian Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kampar. Jenis dan sumber data adalah data primer
dap data skunder. Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif dengan teknik analisis
data deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran
terperinci berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan metode
ini penulis menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan memberikan
keterangan yang mendukung menjawab masing-masing indikator, serta
memberikan intervrestasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan
serta saran. Setelah dilakukan analisa maka disimpulkan bahwa mutasi pejabat
eselon pada kantor Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kampar tidak terlepas dari keadaan pegawai dan sumber daya manusia serta
kendala-kendala yang terjadi yaitu : faktor administartif, faktor psikologis yang
ada di Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.

Kata Kunci : Mutasi, Pejabat Eselon, Sumber Daya Manusia.
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Asgalamu ‘alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Esa,

w eyd

Pemberi Rahmat, Rezeki dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

A

peayusunan SKripsi ini dengan judul “ Analisis Mutasi Pejabat Eselon Pada

N

Kaptor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

n

Kabupaten Kampar ”.

;J_ Sholawat bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat
da%) keluarganya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman yang telah
membawa penerangan bagi umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari

usaha,bantuan doa serta dukungan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu,
pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis akan menyampaikan
ucapan terima kasih kepada :
Teristimewa untuk orang tua tercinta, Bapak Zaini dan Ibu Napsiah, yang
menjadi kekuatan penulis selama menyelesaikan skripsi ini yang telah
memberikan kasih sayang yang tak pernah padam, doa dan dukungan
tanpa syarat baik moril maupun materil dan pelajaran sepanjang hidup
yang mana penulis tidak akan bisa membayarnya dengan apapun. Penulis
berharap suatu saat bisa membahagiakan mereka.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya.
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Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakutas Ekonomi dan limu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan
Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan IiImu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Mashuri, S.Ag, MA selaku Sekretaris Jurusan Administasi Negara
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.

Bapak Almarhum Drs. H. Almasri, M.si selaku dosen penasehat akademis
selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc. selaku dosen pembimbing
skripsi yang telah memberikan banyak arahan, masukan serta dorongan
dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terutama Bapak
dan Ibu Dosen Prodi Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu
kepada penulis dari semester awal hingga semester akhir, serta kepada
Seluruh staf Tata Usaha atas segala bantuan selama proses pembuatan
berjalan hingga sampai akhirnya selesai.

Bapak Zulfahmi, SH, MH selaku Kepala Badan dan seluruh Pegawai
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kampar tanpa terkecuali yang telah memberikan izin serta
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. Teman seperjuangan penulis yang selalu ada disaat suka maupun duka
semasa kuliah, Elpita Wahyuni, Asmadianti, Imelda Maisyaroh, Yola

Melinda dan Anisa Afriani Harahap.
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penulis dalam menghilangkan stress, Fatimah, Desnita, Liza, Maya,
Nanda, Vitha dan Neldi.

13. Semua pihak yang tidak dapat dapat penulis sebutkan satu persatu, yang
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w . . ..
o terselesainya skripsi ini.
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f': Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab
dal-ém kajian ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan
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mzi‘}pun referensi yang diperlukan serta analisis dan interpretasi yang diberikan,
m
un@k itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan
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=  Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan
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= BAB I
-
2] PENDAHULUAN
o
1.5 Latar Belakang Masalah
3
— Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
=ck
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
Z

aspjyasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja,

2004: 76). Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
Q

mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
m%yarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan
daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut azaz otonomi
dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

2 . . . -
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam

=

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

§' Tujuan yang hendak dicapai antara lain: menumbuh kembangkan daerah
~
da@m berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

meﬁumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam
w

preses pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut
Q

akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas medebewind

atay asas pembantuan. Proses dari sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya

neny wisey] jueig
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©
tidék semata-mata desentralisasi administratife, tetapi juga bidang politik dan

-
sosial budaya.

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada

w eyd

organisasi/administratife lembaga pemerintahan daerah saja akan tetapi berlaku

A

jugE pada masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam

N

berbagai bidang. Dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah

seCara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah
Q

yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula.

g Otonomi daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang,
tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggungjawab, sehingga bagi daerah
dituntut mengembangkan dan meningkatkan SDM, kelembagaan ketatalaksanaan,
kualitas personal (birokrat), kelayakan organisasi dan kecanggihan administrasi.
Sesunguhnya, pelaksanaan otonomi daerah itu rumit dan kompleks sekali, karena
kondisi objektif daerah pada masa lampau masih lemah, terutama dibidang
kegwegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, sebenarnya selama ini daerah telah

]
mefaksanakan tugas-tugas desentralisasi berdasarkan otonomi yang dimilikinya,

=

aké_h tetapi kemandirian belum menonjol.

J

S Pembangunan Nasional dapat tercapai aparatur pemerintah harus dapat

mt—::iaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat, salah satu tugas tersebut adalah
keél'.ampuan manajerial aparatur pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan
tug;s pengabdian terhadap Negara dan masyarakat yakni dengan cara melayani
deg:gan baik, hal ini diperkuat dengan pendapat Rasyid (2000:17-18) yang

93]
mehgatakan: “Para aparatur pemerintah harus menjadikan semangat untuk

nery wisey] ju
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m%ayani kepentingan umum sebagai dasar dari motivasi mereka memilih karir
-~

dibidang pemerintahan karena komitmen pengabdian dan pelayanan yang
o

diharapkan dari mereka justru pemahaman tentang misi pemerintahan untuk

3
memelihara ketertiban dan mengusahakan tegaknya keadilan akan secara
-

Iartgsung menjadikan hal pelayanan sebagai fungsi yang utama Sejalan dengan

Z
semangat arus reformasi otonomi daerah yang telah bergulir, diharapkan agar

apdtatur pemerintah dapat mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan

tug;_‘;_s serta fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dengan memberikan
kir%rja yang baik selain itu diharapkan tindakan-tindakan yang merugikan
negara dan masyarakat dapat ditanggulangi dan diberantas.

Manajemen pegawai bagi sebuah instansi/ badan merupakan komponen
yang penting dalam aktivitas suatu instansi, karena dalam memberikan pelayanan
kepada publik dan penyelenggara pembangunan lebih banyak dilakukan oleh
pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan tersebut, sehingga
peﬁwai yang ada di daerah harus di manajemen dengan baik. Untuk itu
dip}rlukan kinerja pegawai yang optimal guna mendukung pelaksanaan tugas di
in;'_:ansi yang bersangkutan sehingga seluruh rencana yang telah ditargetkan

=
instansi tersebut dapat tercapai.
. Kinerja pegawai sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan

organisasi disuatu daerah terutama dalam menghadapi iklim kompetisi yang

0Bj1s19A

=8
semakin ketat setelah diberlakukannya otonomi daerah. Kinerja pegawai dalam

haEini masih perlu dipertanyakan khususnya dalam melaksanakan tugas dan

93]
fungsi secara optimal, terutama dalam penguasaan pengetahuan dan keahlian.
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quutuhan akan pengetahuan diperlukan untuk menyusun rencana Kerja,
-~

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Tentunya dengan
o

rendahnya kinerja tersebut dapat menyebabkan terbatasnya kemampuan kerja

3
pegawai khususnya yang duduk dijabatan struktural.
-
c Selanjutnya jenjang pendidikan juga sangat mempengaruhi Kinerja
Z

sesgprang, karena latar belakang ini memiliki dampak yang sangat kuat dalam

mémbentuk sikap dan mental seorang pekerja yang handal ( profesional ) dan
Q

pekerja keras. Keaktifannya dalam bekerja bukan berdasarkan pada materi, tetapi
sugah diarahkan kepada pembentukan prestasi dan produktivitas. Adapun tingkat
pendidikan Pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar, sebagai barikut:

Tabel 1.1 Jenjang pendidikan Pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE
1kem Sl 6 11,5 %

2 =™ S-1 12 23,0%

3 = D-111 3 5,7%

4 SMA 27 60%
JUKMILAH 48 100%

Sumber: Kantor Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
kaEupaten kampar

I2ATUN

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan
peéiwai Kantor Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
ka@cj;paten kampar yakni S2 berjumlah 6 orang (11,5%) , selanjutnya S1
be%umlah 12 orang (23,0%), dan DIIl berjumlah 3 orang (5.7%), dan yang
ter:;khir SMA berjumlah 27 orang (60%). Jenjang pendidikan ini tentu

beE‘FmpIikasi pada kinerja serta pemahaman atas pekerjaan yang dijalankan oleh

nery wisey]
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©
pe%wai yang bersangkutan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan yang
-~

dimiliki pegawai pada Kantor Badan kepegawaian dan pengembangan sumber
o

daya manusia kabupaten kampar, maka dapat dikatakan cukup baik karena

3
melihat situasi dan kondisi sosial, ekonomi serta persoalan yang terjadi pada

=

maiyarakat saat ini sangat kompleks, sehingga sangat diperlukan upayaupaya
Z

untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mereka agar dapat bekerja

c

leBth optimal didalam menjalankan roda pemerintahan.
Q

A Faktor tersebut diatas merupakan salah satu indikasi dalam mewujudkan
ef(g(tifitas kinerja. Dimana seharusnya birokrasi dimaksud menciptakan efisiensi
dan efektifitas dalam penyelenggaraan birokrasi, akan tetapi disebabkan
rendahnya kinerja dapat menimbulkan inefisiensi. Masih rendahnya tingkat
pendidikan pegawai membuat berkurangnya kemampuan berfikir dan bertindak
seseorang dalam melaksanakan tugasnya, kinerja seseorang atau satuan kerja
organisasi dalam mencapai tujuan.

Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah di tuntut untuk bekerja sesuai

depgan profesi dan kemampuan yang mereka miliki, sehingga dengan kinerja

1die]g 21e1s

yang tinggi dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu diperlukan

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bermutu tinggi dalam melaksanakan

1) J1

< - - - -
peRerjaannya serta mampu menunjang manajemen lembaga dalam pengambilan
w

keputusan secara tepat dan cepat.

jo

w»  Mutasi pegawai juga akan berpengaruh kepada profesinalitas pegawai dan

[n

ecs apan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, begitu juga yang terjadi di
k %ak dal laksanak dan f b di d
93]
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B%’SDM Kabaputen Kampar tentang priodesasi Mutasi pegawai, sesuai data

-
selvagai berikut :

©

Tabel 1.2 Data Pegawai Sebelum di Mutasi Tahun 2019

Daya Manusia Kabupaten

3
e Jabatan Keterangan
N=| Nama
0] Pegawai Lama Baru Eselon
1 Isdamora Kepala Sub. Bagian | Kepala seksi Pindah Eselon 3
¢ S.Kom Penyusunan program | Datang dan pendataan
= Badan Kepegawaian Penduduk
;’é dan pengembangan Dinas. Kependudukan
o Sumber Daya dan Pencatatan Sipil
A Manusia Kabupaten Kabupaten Kampar
© Kampar.
2| Herry  Indra | Kepala Bidang Pengadaa | Sekretaris Dinas | Eselon 3
Mulya, SP n Pemberhentian dan | Komunikasi,
Informasi Kepala | Informasi dan
Sub.bidang Kepangkatan | Persandian Kabupaten
Pada Badan | kampar.
Kepegawaian dan
Pengembanga  sumber
Daya Manusia
Kabupaten Kampar
3. | Fanny Angga Kepala Subbidang | Eselon 4
Agusta S.Kom | Kepala Sub.Bidang Data | Perencanaan
o dan Informasi  Pada | Anggaran dan
5 Badan Kepegawaian dan | Pembangunan  Pada
o Pengembanga  sumber | Badan  Perencanaan
@] Daya Manusia | Pembangunan Daerah
= | Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar.
42| Wahyu Kepala Sub. Bidang | Kepala Seksi | Eselon 4
g Safitri,SE Penilaiaan dan Evaluasi | Keselamatan dan
- Kinerja Jabatan | Lingkungan
- Fungsional Pada Badan | Perhubungan Pada
a Kepegawaian dan | Dinas  Perhubungan
Cf-_ Pengembanga  sumber | Kabupaten Kampar.
S Daya Manusia
Kabupaten Kampar
51 Rahmat Kepala Sub. Bidang | Camat XIIl  Koto | Eselon 4
Fajri,S.STP,M. | Pengembangan Kabupaten Kampar.
Si Kompetensi Pada Badan
Kepegawaian dan
Pengembanga sumber
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| B¢ | Kampar. |
o
O
Tabel 1.3 Data Pegawai Setelah di Mutasi Tahun 2019
Q
3| Nama Jabatan Keterangan
No-—| Pegawali Lama Baru Eselon
1.; Abdul Hafis, | o jocono Kepala ~ Sub.  Bagian | Eselon 3
—| SE,M.Si P . Penyusunan program pada
— ada Dinas Badan K \ q
Lingkungan adan Kepegawaian dan
w . Pengembangan  Sumber
c Hidup g ge
& K daya Manusia Kabupaten
= abupaten Kampar
[\ Kampar
2. | Riki Pratama, | Kepala  Sub. | Kepala Bidang Pengadaan | Eselon 3
| ST Bagian Pemberhentian dan
= Layanan Informasi Kepala
Pengadaan Sub.bidang Kepangkatan
Barang/Jasa Pada Badan Kepegawaian
Secara dan Pengembanga sumber
Elektronik Daya Manusia Kabupaten
Pada Asisten | Kampar.
Perekonomian
dan
Pembangunan
Kabupaten
Kampar.
3.m Surya Darma | Kepala Kepala Sub.Bidang Data | Eselon 4
o| Putra Sub.bidang dan Informasi Pada Badan
Y Kepangkatan Kepegawaian dan
b= Pada  Badan | Pengembanga sumber
g Kepegawaian | Daya Manusia Kabupaten
B dan Kampar
g Pengembanga
c sumber Daya
E- Manusia
e Kabupaten
s Kampar.
4.<| Dery Antoni, | Pelaksana Kepala ~ Sub.  Bidang | Eselon 4
2| ST Pada  Badan | Penilaiaan dan Evaluasi
w Kepegawaian | Kinerja Jabatan
":: dan Fungsional Pada Badan
o Pengembangan | Kepegawaian dan
=
0 sumber Daya | Pengembanga sumber
e Manusia Daya Manusia Kabupaten
s Kabupaten Kampar.
-
~
~
)
e
o
%)
=
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e Kampar.
5. >| Sofiandi, SE | Kepala  Sub. | Kepala ~ Sub.  Bidang | Eselon 4
o Bidang Pengembangan
fod Pengembangan | Kompetensi Pada Badan
[ Kompetensi Kepegawaian dan
3 Pada  Badan | Pengembanga sumber
- Kepegawaian Daya Manusia Kabupaten
= dan Kampar.
o Pengembanga
= sumber Daya
%) Manusia
Su@ber:BKPSDM Kabupaten Kampar 2020
=
% Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada beberapa jabatan yang
P9

digmutasi tidak sesuai dengan Jabatan sebelumnya yang akan mempengaruhi
kestabilan pelayanan dan kinerja pegawai di BKPSDM Kabupaten Kampar.
Kinerja pegawai perlu dimanajemen dengan sebaik- baiknya agar dapat
memenuhi harapan suatu organisasi atau instansi karena Kinerja pegawai adalah
salah satu bukti nyata yang diberikan pegawai berupa hasil kerja pada suatu
lembaga atau instansi. Begitu juga dengan Badan Kepegawaian Daerah kinerja
yang diberikan merupakan tolak ukur, tinggi rendahnya kualitas kerja. Untuk itu
pe%laian terhadap kinerja pegawai harus diperhatikan Karena konsekuensi dari

w
ki@rja yang dihasilkan pegawai adalah berhasil atau tidaknya lembaga atau

instansi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sehingga pegawai di dalam

(=
sudtu instansi perlu di tata dengan baik.
1]
-t
C_”-_. Berdasarkan uaraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk
-

méngadakan
w

peé':,elitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS MUTASI PEJABAT ESELON

e

nery wisey] jueAg u
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PA@A KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SU;_;/IBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAMPAR”.

1.§?umusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mutasi pejabat eselon pada kantor badan
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten
kampar?

2. Apa kendala yang dihadapi saat pelaksanaan mutasi pejabat eselon

pada kantor badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya

Nely e)sng NIN 3w

manusia kabupaten kampar?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mutasi pejabat eselon pada
kantor badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
Kabupaten Kampar.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat pelaksanaan mutasi
pejabat eselon pada kantor badan kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia Kabupaten Kampar.

1.4Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang
pelaksanaan mutasi pejabat eselon pada kantor badan kepegawaiaan
dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten kampar.

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menambah referensi

perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas
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03): Sultan Syarif Kasim Riau khususnya Fakultas Ekonomi dan Ilimu
; sosial serta seluruh pembaca.
1.&8istematika Penulisan
gumuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini penulis
me;nbagi dalam tiga bab sebagai berikut:
Z
BAB | :Pendahuluan
§ Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan
Q
X masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulis.
B/gB Il : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkait dengan
objek pembahasan yang diperoleh dari tinjauan pustaka, variabel
penelitian dan defenisi konsep.

BAB 11l : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan

sumber data populasi sampel, teknik pengumpulan-pengumpulan data

dan analisa data.

(98]

3 IV : Gambaran Umum
Bab ini menjelaskan kondisi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar menyangkut sejarah

berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan aktivitas Badan.

(98]
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V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada Bab ini peneliti menjelaskan hasil pengelolaan data di lapangan,

hasil penelitian lapangan serta wawancara tentang Sistem Kearsipan
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Pada Bab ini merupakan penutup, dimana pada bab ini berisi
kesimpulan dan saran yang mungkin akan berguna bagi instansi.

Surat Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kampar.

: PENUTUP

Vi

© Hak o:u& milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
)

/\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
hc..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
(=

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I.M_.—.D b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
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a
= BAB 11
-
2] LANDASAN TEORI
o
2.f5  Pemerintah Daerah
3
— Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
=ck
pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
Z

depgan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

n

Refublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Q

Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
pegngkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintahan daerah yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan
pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini

mengandung tiga hal didalamnya, yaitu pertama pemberian tugas dan wewenang

1] 23218

untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada

Pemerintah Daerah; Kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk

1) d1gie

megnikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian
tu%.s tersebut; dan ketiga dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan
me;_;;gambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung
mag:pun DPRD. Kewenangan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan

93]
mefbuat Peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban

12
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se%ra demokratis. Jadi pelaksanaan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari asas
-~
desentralisasi dan otonomi daerah.

Sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

w eyd

mehurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah

A

unttk menyelenggarakan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat

Z
tergantung pada pemerintah daerah, yaitu DPRD dan Kepala Daerah dan

c

pefangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan
Q

berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma, moral, serta ketentuan peraturan
1))
pefundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana

atau pembiayaan yang terbatas secara efisien, dan profesional. Desentralisasi
adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah
otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat. Widjaja (2009:76).

Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 ini tetap

de&an prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Betapapun luasnya

]
otognomi yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaannya harus tetap dalam

ker:_'é_ngka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, penyelenggaraan

]

ot@omi daerah harus menjamin adanya hubungan yang serasi antara masyarakat,

pefherintah daerah dan DPRD. Abdullah (2011:5-6).
w

< Desentralisasi harus dipandang secara lebih realistis, bukan sebagai
=}

-4
pemecahan umum bagi masalah-masalah keterbelakangan, tetapi sebagai salah

——

salg cara yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan dari

¥ 5]
berbagai tingkat pemerintahan dalam kondisi baik. Huda, (2009:91).
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©
2.2 Aparatur Sipil Negara
-~
©  Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
o
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

3
bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang

=

se@jutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
Z

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina

keflegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi

tug;_’;ﬂ_s negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
ungangan.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai
ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil
mencermati hubungan antara Pegawai Negeri dengan memberikan
pengertian Pegawai Negeri setiap pejabat yang mempunyai hubungan
dinas dengan negara. Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum
Bahasa Indonesia, ,,“Pegawai** berarti ,,“orang yang bekerja pada
pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan ,,“Negeri” berarti

negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang

bekerja pada pemerintah atau negara.

nery wisey] juieAg uejing jo AJIsIaArun drwesy ajeis
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Pengertian Stipulatif

yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang

diberikan oleh undang-undang) tentang pegawai negeri terdapat dalam
Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat(1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan
hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan
pegawai negeri. Pengertian Stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi

sebagai berikut;

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah,
setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang
dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan
sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil
dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,
pemerintahan dan pembangunan. Pengertian Stipulatif
berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan
kepegawaian, dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua

peraturan perundang-undangan, kecuali diberikan definisi lain.
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Pengertian ekstensif

Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa
golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-
undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap
sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya
disamping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada
hal-hal tertentu. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974
tentang pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.
Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud
dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum kepegawaian.
Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda,
namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah, dalam
memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada,
karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan
penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil.

Berkaitan dengan pengertian Pegawai Negeri atau seseorang dapat disebut

Pegawai Negeri apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:

Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
Diangkat oleh pejabat yang berwenang
Diserahi tugas dalam jabatan suatu negeri

Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
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©
g:_]enis Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5tahun

-
2084 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil
o

Negara terdiri dari :
PNS

PPK

NIQ Hiiw

NS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN

n

yallg diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan
Q

memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud
dagm Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai
dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan
kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggara
kan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena
kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga
pea;?\wai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses

(g
pepyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan

=

nasional.

(o]
2.&  Sumber Daya Manusia

I9A

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu sumber daya

w

I

pembanguanan bangsa, Bahkan, SDM merupakan salah satu sumber daya
=}

terpenting di samping sumber daya alam,sumber daya iptek, dan sumber daya

Iaignya dalam pembangunan satu bangsa. Tanpa SDM tidak mungkin mendapat

93]
suatu kegiatan, termasuk pembangunan.
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0335 Pada dasarnya, sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang
sargat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumber daya manusia adalah
su%ber yang berperan aktif terhadap jalnnya suatu organisasi dan proses
pengembalian keputusan. Sumber daya manusia mempunyai dua sisi atau aspek,
ya'?l_:tu aspek sumber daya dan aspek manusia. Sumber daya manusia yang
be(iembang berarti juga individu yang manusia yang berkembang berarti juga
in(i:ﬁ/idu yang berkembang ataupun individu yang berdaya atau bisa juga di sebut
in(;_;i/idu pembelajar.

gDapat di simpulkan bahwa sumber daya manusia adalah manusia yang
hidupnya bergantung pada dan dipengaruhi oleh lingkungan yang berkepentingan
(subjek) dan memerlukan sumber dari lingkungan, bahkan berhak diperlukan
seadil-adilnya oleh lingkungan. Kualitas Sumber Daya Manusia Meliputi :

1. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan potensi manusia,
sehingga mempunyai kemampuan untuk meujudkan kesejahteraan
masyarakat. Kemampuan yang dikembangkan dari sumber daya manusia
ini mencangkup berbagai aspek, utama aspek non-fisik, yakni kemampuan
berfikir, penalaran,intelektual, keterampilan, dan sebagainya.
Kesehatan
Tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat dari angka kematian
(mortalitas) dan angka kesetiaan ( morbilitas), melalui berbagai indikator.

Indikator — indikator yang sering digunakan untukmengukur derajat

kesehata masyarakat suatu bangsa, dan juga sebagai indikator kualitas
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sumber daya manusia dari aspek kesehatan adalah angka kematian bayi,
angka kematian anak belita, angka kematian ibu karna melahirkan, angka
kwmatian sakar, dan angka harapan hidup.

Ekonomi

Kondisi ekonomi indonesia dari tahun ke tahun mengalami kemajuan
seiring dengan meningkatnya pembangunan di indonesia. Perkembangan
ekonomi pada tahun 2003 tumbuh sebesar 4,88% dan tahun 2014

meningkat 5,13% dan tahun 2005 meningkat menjadi 5,60%.

ey e)xsng NN Jlw e1dio yeHq o

N

Pengertian Mutasi

Mutasi atau transfer menurut Wahyudi (1995) adalah perpindahan
pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang
sama dari posisi perkerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji,
tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala.
Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau

pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki

"
fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan

lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan. Transfer terkadang dapat

]

dijédikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di

waktu mendatang. Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap

&
bawahan. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada
=}

masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam

Iing_;-kup kerja pemerintahan.
wn
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Perpindahan pegawai terjadi dalam setiap organisasi baik lembaga
i
pemerintahan maupun organisasi perusahaan. Ada berbagai istilah perpindahan
o

yang digunakan setiap organisasi, istilah yang umum digunakan adalah mutasi.

3
Seperti yang dijelaskan oleh Hasibuan (2002, h.102) “Istilah-istilah yang sama

ek
per:igertiannya dengan mutasi adalah pemindahan, alih tugas, transfer dan job

roéion karyawan”. Mutasi memiliki banyak arti yang dijelaskan oleh para ahli.
Mé:lurut Moekijat (1987, h.152) yang menggunakan istilah mutasi dengan istilah
pe%indahan menjelaskan bahwa “Pemindahan adalah suatu perubahan horizontal,
bugan suatu kenaikan atau suatu penurunan”. Selain itu menurut Simamora (2006,
h.640) me-ngutarakan mutasi dengan istilah transfer: “Transfer adalah
perpindahan seorang karyawan dari satu pekerjaan ke posisi lainnya yang gaji,
tanggung jawab dan/atau jenjang organisasionalnya sama”. Tujuan mutasi
menurut Mudjiono (2000) adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan produktivitas kayawan.
2. Untuk menciptakan keseimbangan antar tenaga kerja dengan
komposisi pekejaan atau jabatan.
3. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan.
4. Untuk menghilangkan rasa bosan/jenuh tehadap pekerjaannya.
5. Untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya
meningkatkan karir yang lebih tinggi.
Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui pesaingan

terbuka.

7. Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan.

neny wisey] juieAg uejing jo AJISIaAru dJIwe[sy ajejs
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2.Zgi Sebab-sebab dan Alasan Mutasi

; Sebab-sebab pelaksanaan mutasi menurut Siswandi (1999) digolongkan
seEﬁgai berikut :
3
@, Permintaan sendiri
=
c Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang dilakukan atasa
i keinginan sendiri dari karywan yang bersangkutan dan dengan mendapat
§ persetujuan pimpinan organisasi. Mutasi pemintaan sendiri pada umumnya
;J_ hanya pemindahan jabatan yang peringkatnya sama baik, anatrbagian
g maupun pindah ke tempat lain.
b.Alih tugas produktif (ATP)
Alih tugas produktif adalah mutasi karena kehendak pimpinanan
perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan karywan
yang bersangkutan ke jabatan atau pekerjannya yang sesuai dengan
kecakapannya.
2.%)2 Bentuk-Bentuk Mutasi
:i Menurut Samsudin (dalam Pamungkur, 2016) mutasi pegawai dibedakan
me;fljadi dua sumber yaitu mutasi atas keinginan karyawan sendiri dan kebijakan
~
mépejemen.

a.Mutasi Atas Keinginan Sendiri
w

Kadang ada kalanya karyawan secara spontanitas mengajuan keinginannya untuk
Q
-

dipindahkan ketempat kerja lain yang ada dalam lingkungan organisasi. Berbagai

aléan sering mereka kemukakan untuk agar di mutasi ke tempat lain dalam

wn
lingkungan kerja.

nery wisey ji
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b.Mutasi Atas Kebijakan Menejemen
-~

Menejemen SDM yang bijaksana akan memprogramkan kegiatan ini baik dalam
o

jangka panjang maupun pendek. Jangka pendek biasanya diperuntukan karena

3
keadaan yang mendesak,sedangkan untuk jangka panjang adalah untuk menjaga

e
kontinuitas produksi maupun kontinuitas organisasi secara makro adalah:
Z
/. Output dan produktifitas kerja meningkat.

c

2. Semangat kerja meningkat.
Q

43. Jumlah kesalahan yang dibuat menurun.
cé)4. Absensi dan disiplin karyawan semakin baik.
5. Jumlah kecelakaan akan menurun.
c. Seniority Systemyaitu mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerjadan
usiapengalaman kerja dari karyawan yang bersangkutan.
d. Spoiled Systemyaitu mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaandan

pertimbangan suka atau tidak suka.

n N
2.37 Kinerja

[SI 2

Kinerja menurut Wirawan (2009;5) merupakan singkatan dari Kkinetika

enétgi kerja yang padanannya dalam bahasa inggris adalah performance. Jadi

J

kir§rja adalah keluaran yang di hasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-
incﬁkator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.
w

Jika kita berbicara mengenai produktivitas atau prestasi kerja seorang

3o A1

karyawan, maka hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan kinerja. Menurut

It

Kaé_'{{ini Kartono (1992;32) pengertian kinerja adalah kemampuan dalam

¥ 5]
menjalankan tugas dan pencapaian standar keberhasilan yang telah ditentukan

nery wisey] ju
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OI% instansi kepada karyawan sesuai dengan job yang diberikan kepada masing-

=

masing karyawannya.

©

» Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan yang berdasarkan

3

deskripsi perilaku spesifik, maka ada beberapa dimensi atau kriteria yang perlu

=
mendapat perhatian. Menurut Gomes (2003;142) diantaranya adalah :

2.

N

¢ 1. Quantity of Work yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode

nNety ejxsn

)

JueAR uejng jo AjIsraArup drwe[sy 3je3s

nery wisey]

no

o

o

~

o

waktu yang ditentukan.
Quality of Work yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-

syarat kesesuain dan kesiapannya.

Job Knowledge yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan
keterampilannya.

Creativeness yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan
tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.
Cooperation vyaitu kesadaran untuk bekerjasam dengan orang lain
(sesama anggota organisasi)

Depandability yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran
dan penyelesaian pekerjaan

Inisiative yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan

dalam memperbesar tanggungjawabnya.

Personal Qualities yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan,

keramah tamahan dan integritas pribadi.

istem dan Prosedur Mutasi PNS

. Dalam peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, Instansi Pemerintah
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©
menyusun perencanaan mutasai PNS di lingkungannya, dengan memperhatikan

g
beberapa aspek, yakni:

o

%a. kompetensi;

3

—b. pola Karier;

o

Ce. pemetaan pegawai;

Z

od. kelompok rencana suksesi (talent pool);

|

Ze. perpindahan dan pengembangan karier;

Q

f. penilaian prestasi kerja/ kinerja dan perilaku kerja;

1Y)

Cg. kebutuhan organisasi; dan

h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

Sementara itu, jenis-jenis mutasai PNS tersebut terdiri dari:
a.Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
b.Mutasi PNS antar kabupatan/kota dalam satu provinsi;
c.Mutasi PNS antar kabupatan/kota antar provinsi, dan antar provinsi;

w

&~ d.Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Intansi Pusat atau sebaliknya;

]

E e.Mutasi PNS antar Instansi Pusat; dan

=

=. f.mutasi ke perwakilan NKRI di luar negeri.

]

=

Mutasi pegawai negeri sipil tersebut dapat dilakukan paling singkat 2 (dua)

ATU

tahim dan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (3)

!

Peﬁturan BKN Nomor 5 tahun 2019 ini. Selain itu, mutasi PNS dilakukan atas

ja

dasar kesesuaian antara:
a. Kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan,

b. Klasifikasi jabatan dan pola karier,

nery wisey] jueiAg uejj
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c. Memperhatikan kebutuhan organisasi,
d. Memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Selain mutasi karena lokasi dan penugasan/ tugas dimaksud, dalam

peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019 ini juga diatur tentang pengajuan mutasi

A

yang dilakukan oleh PNS atas permintaan sendiri. Tata cara atau prosedur mutasi

=z

PNS selain mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi

c

Daerah, dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Q
Aa

o)
[ =

o

Jo AJISIaAIU) dTWR[S] 3)e)S

di

QD
—

neny wisey] juiedAg uejn

P

. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) penerima membuat usul mutasi

kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja
untuk meminta persetujuan;
Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi;
Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud, PPK intansi penerima
menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional
BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
. Pertimbangan teknis dari BKN diberikan paling lama 15 (lima belas) hari
kerja sejak diterimanya usul mutasi;
Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional
BKN, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai
kewenangannya;

Selanjutnya, berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud

as,maka:

a. PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam

jabatan;
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b. PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.

Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan

keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal sebagaimana

3

dimaksud berdasarkan Pasal 4 huruf p Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019 ini,

e

dite_tapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya

-

keputusan mutasi. Sementara itu tata cara mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat

c

atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah, menurut Peraturan BKN ini, dilakukan

Q

dengan ketentuan sebagai berikut:

oV

“a.

[nG jo AjIsigArun J1gie[sy 3je3s

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah
dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai
Kinerja PNS;

Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan
oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;

Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi;
Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk
mendapatkan pertimbangan mutasi;

Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja
yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK;
Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud, PPK menetapkan
pengangkatan PNS dalam jabatan.

Sedangkan mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar

proT/insi, menurut Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019 ini, dilakukan dengan

8 5]

ketentuan sebagai berikut:

nery wisey] ju
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Mutasi PNS antar kabupaten/ kota antar provinsi, dan antar provinsi
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/
Kepala Kantor Regional BKN;

Pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN
diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud terpenuhi dan
BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi
penerima dan instansi asal;

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan
kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat
memberikan pertimbangan teknis;

Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional
BKN sebagaimana dimaksud, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi;

Berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud, PPK instansi
penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Untuk Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau

aliknya dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat, menurut Peraturan BKN Nomor

ahun 2019 ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mutasi PNS provinsi/ kabupaten/ kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya,

dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN;
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Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud diberikan dalam hal
persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi
kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal,

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan
kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak
menetapkan keputusan mutasi;

Berdasarkan penetapan Kepala BKN, PPK instansi penerima menetapkan

pengangkatan PNS dalam jabatan.

Berdasarkan pasal 9 Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019 ini Mutasi PNS

ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di luar negeri

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mutasi

PNS atas permintaan sendiri, menurut Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019 ini,

diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

o

a.

mn (‘lk‘l’.}.\lllﬁ ATIMIDTIQCY 2
o

o

@

memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi;

tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin

tidak sedang dalam proses peradilan yang ditandatangani oleh unit kerja
yang menangani kepegawaian.

Selain itu, dalam peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 ini, ditegaskan

pula bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilakukannya mutasi

PNS ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

nery wisey Jj
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untuk Instansi Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk

Instansi Daerah. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 4 April 2019

tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS, berlaku sejak diundangkan. Yang

mana telah diundangkan oleh Dirjen Hukum dan Perundang-undangan

Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 5 April 2019.

Sesuai peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 mutasi dalam

pemerintahan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu;

A 1 Analisis Jabatan

o)
[ =

neny wisey] juieAg uejing jo AJISIaAru dJIwe[sy ajejs

Analisa jabatan merupakan dasar bagi sebagian besar aktivitas
manajemen sumber daya manusia, karena informasi yang diperoleh dari
analisis jabatan dapat dipergunakan untuk penarikan, seleksi,
pengupahan, pelatihan karyawan, dan sebagainya. Dalam konteks
strategik, analisa jabatan diperlukan untuk mendukung perusahaan dalam
mengadakan perubahan-perubahan terhadap jabatan yang telah ada, baik
melalui penciptaan jabatan baru atau pengurangan terhadap jabatan yang
telah ada. Menurut Mondy (2008), analisis jabatan adalah proses
sistematis untuk menentukan keterampilan-keterampilan, tugas-tugas dan
pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan
dalam suatu organisasi. Menurut Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, &
P.M Wright (2009), analisa jabatan adalah sebuah prosedur yang
dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi mendetil dari suatu

jabatan.
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Menurut Dessler (2014), analisis jabatan adalah prosedur yang
dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan, serta
spesifikasi SDM yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Berdasarkan
definisi yang telah diuraikan, bahwa analisa jabatan adalah suatu proses
mengumpulkan, mengolah, menafsirkan serta menyusun secara
sistematis segala fakta mengenai suatu jabatan.

Hasil analisis jabatan memberikan informasi yang menguraikan
berbagai hal mengenai jabatan tersebut, yang dapat digunakan untuk
mengembangkan uraian jabatan (job description) dan spesifikasi jabatan
(job spesification). Uraian jabatan adalah suatu daftar tugas-tugas,
tanggung jawab, hubungan laporan, dan kondisi kerja. Sedangkan
spesifikasi jabatan adalah suatu daftar dari suatu jabatan, meliputi
pendidikan, keterampilan, kepribadian dan lain-lain yang sesuai dengan
jabatan tersebut. Menurut Dessler (2008), uraian jabatan adalah suatu
daftar tugas-tugas, tanggung jawab, hubungan laporan, kondisi kerja,
tanggung jawab kepenyeliaan suatu jabatan dan suatu produk dari
analisis jabatan. Dan spesifikasi jabatan adalah suatu daftar persyaratan
tenaga kerja untuk suatu jabatan, yakni pendidikan, ketrampilan,
kepribadian, dan lain-lain yang sesuai produk dari analisis jabatan. Lebih
lengkap, Dessler (2008:118) menjelaskan beberapa informasi yang dapat
diperoleh dari analisis pekerjaan:

a. Aktivitas pekerjaan. Aktivitas pekerjaan adalah informasi

mengenai aktivitas pekerjaan yang sebenarnya meliputi apa
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yang dikerjakan, bagaimana, mengapa, dan kapan pekerja
melakukan setiap aktivitasnya.

b. Perilaku manusia. Perilaku manusia adalah informasi mengenai

perilaku-perilaku manusia seperti merasakan, berkomunikasi,

memutuskan dan menulis, termasuk juga informasi mengenai
tuntutan pekerjaan seperti mengangkat barang berat atau berjalan
jauh.

Uraian jabatan (job descriotion) adalah suatu catatan yang
sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu, yang
ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penyusunan uraian jabatan ini
adalah sangat penting, terutama untuk menghindarkan terjadinya
perbedaan pengertian, untuk menghindari terjadinya pekerjaan rangkap,
serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang
masing-masing jabatan.

Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam Uraian Jabatan pada
umumnya meliputi:

1. ldentifikasi Jabatan , yang berisi informasi tentang nama jabatan,
bagian dan nomor kode jabatan dalam suatu perusahaan .

2. lkhtisar Jabatan, yang berisi penjelasan singkat tentang jabatan
tersebut; yang juga memberik an suatu definisi singkat yang berguna
sebagai tambahan atas informasi pada identifikasi jabatan, apabila

nama jabatan tidak cukup jelas.
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Tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Bagian ini adalah merupakan
inti dari Uraian Jahatan dan merupakan bagian yang paling sulit untuk
dituliskan secara tepat. Untuk itu, bisa dimulai menyusunnya dengan
mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa dan mengapa
suatu pekerjaan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya.
Pengawasan yang harus dilakukan dan yang diteri ma. Bagian ini
menjelaskan nama-nama jabatan yang ada diatas dan dibawah jabatan
ini, dan tingkat pengawasan yang terlibat .

Hubungan dengan jabatan lain. Bagian ini menjelaskan hubungan
vertikal dan horizontal jabatan ini dengan jabatan-jabatan lainnya
dalam hubungannya dengan jalur promosi, aliran serta prosedur kerja.
Mesin, peralatan dan bahan-bahan yang digunakan.

Kondisi kerja, yang menjel askan tentang kondisi fisik lingkungan
kerja dari suatu jabatan. Misalnya panas, dingin, berdebu, ketal, bising
dan lainlain terutama kondisi kerja yang berbahaya.

Komentar tambahan untuk melengkapi penjelasan diatas

Sesuai dengan pengertiannya bahwa deskripsi jabatan adalah kumpulan

ormasi tertulis tentang suatu jabatan, maka menurut Ardana, Mujati dan
Jtama (2012:39), deskripsi jabatan tersebut memberikan beberapa manfaat,
W

tara lain:

1. Deskripsi jabatan membantu menghindari adanya kebingungan dan

memberikan pemahaman dalam melaksanakan pekerjaan.
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Dapat menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan berbagai
aktivitas SDM,;

Memudah prosedur rekrutmen, seleksi, pelatihan dan berbagai
aktivitas SDM,;

Membantu pegawai dalam merencanakan karir, mengurangi
praktek diskriminasi dalam promosi dan pemindahan serta
memudahkan evaluasi pekerjaan untuk memastikan adanya
keadilan dalam pemberian kompensasi;

Bermanfaat dalam program keselamatan kerja, dapat menunjukkan
tindakan yang berbahaya dan mengadakan perubahan dalam
pelaksanaan;

Deskripsi pekerjaan penting dalam perencanaan perubahan
organisasi dan reorganisasi sesuai perkembangan keadaan;

Memberi arahan tentang pengalaman yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan;

Untuk memperbaiki administrasi dan pengendalian pekerjaan.

2. Daftar usulan mutasi

3. Sidang baperjakat

Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari

jabatan structural Eselon Il ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat.

Baperjakat terdiri dari; Baperjakat Instansi Pusat, Baperjakat Instansi
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Daerah Propinsi dan Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan Baperjakat ditetapkan oleh :

pejabat pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat;

pejabat pembina kepegawaian daerah Propinsi untuk instansi daerah
Propinsi;

pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota untuk instansi
daerah Kabupaten/Kota.

Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi
Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon Il ke bawah.
Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud Baperjakat bertugas pula
memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam
pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural,
menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan
baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas
usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural
Eselon | dan Eselon II. Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari :

a.seorang Ketua, merangkap anggota;
b. paling banyak 6 (enam) orang anggota; dan
C. seorang sekretaris.

Untuk menjamin obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan
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keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil. Ketua
dan Sekretaris Baperjakat Instansi Pusat adalah Pejabat Eselon | dan
Pejabat Eselon Il yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
kepegawaian dengan anggota Pejabat Eselon | lainnya. Bagi Instansi
Pusat yang hanya terdapat 1 (satu) Pejabat Eselon I, Ketua dan
Sekretaris Baperjakat adalah Pejabat Eselon Il dan Pejabat Eselon 11l
yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian
dengan anggota Pejabat Eselon Il lainnya. Ketua Baperjakat Instansi
Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi, dengan anggota
para Pejabat Eselon Il, dan Sekretaris secara fungsional. dijabat oleh
pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian. Ketua
Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Kota, dengan anggota para Pejabat Eselon 111, dan Sekretaris
secara fungsional dijabat oleh pejabat yang bertanggung jawab di
bidang kepegawaian. Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama
3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan

berikutnya.

joAjIs1aArupn d1we[sy 3jeis

4.Persetujuan Bupati dan mengeluarkan SK

5.Pelantikan
2.7° Kajian Terdahulu
No. | Judul Tahun | Metode | Hasil
1. |MNurtang “Analisis | 2015 Deskriktif | Mutasi dapat diartikan sebagai
Mutasi  Jabatan Kualitatif | perubahan pemindahan tenaga
Pegawai  Negeri kerja dengan harapan ada jabatan baru
E‘nipil di Kantor tersebut akan berkembang.
BDinas Pendidikan Mutasi merupakan suatu kegiatan

nery wisey]
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o £abupaten yang dilakukan untuk melaksanakan

% |Relalawan”. prinsip “The right on the righ place”

g |o yang artinya penepatan”

2 "Reza Khairina Deskriktif | Pelaksanaan Promosi Jabatan

§ @SAnalisis Kualitatif | pegawai BKD kota Medan belum sesuai

= |RBromosi Jabatan dengan system karir PNS yang

é Pegawai  Badan berdasarkan system prestasi kerja.

2 | Kepegawaian Hambatan dalam promosi jabatan

__'_‘c ©Daerah di  kota pegawai BKD Kota Medan adalah lebih

& | edan. dominannya. Pertimbangan Subyektif

@ W ada keputusan pejabatan yang akan
- dipromosikan dan kurangnya
i ketersediaan sumber daya manusia
o dalam organisasi yang memenuhi syarat
A jabatan. Upaya dalam mengatasi hamba
© tan tersebut antara lain tidak menerima
= 2008 titipan pegawai yang akan dipromosikan

3.. | Eri Sapto Deskrikti | Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
Nugroho Kualitatif | mutasi jabatan structural yang dilakukan
“Pelaksanaan dengan oleh pemerintah kota malang BKD
Mutasi  Jabatan Mengguna | melakukan analisis jabatan struktural
Struktural  yang kan berdasarkan peta jabatan dan daftar
dilakukan  oleh analisisi kekosongan jabatan structural dari unit
pemerintah  kota data kerja setelah itu BKD menyusun daftar
malang (Studi interactive | usulan mutasi jabatan Struktural dan di
pada Badan model of | sampaikan kepada Baperjakat kemudian
Kepegawaian 2013 analysis. melaksanakan sidang dan hasilnya di
Daerah Kota sampaikan kepada wali kota untuk
Malang) mendapat persetujuan kemuduan yang
o terakhir adalah mengadakn pelantikan
3 dan pengangkatan dalam jabatan
) struktural oleh wali kota. Dan peneliti
= menemukan masih terdapat anggapan
5 bahwa karyawan yang di mutasikan
S adalah hukuman  bagi  karyawan
< tersebut, selain itu juga perasaan bagi
L karyawan tersebut terkait perasaan
'_ﬂ_- kinerjanya yang kurang maksimal
< sehingga harus dimutasikan.

4 Muhajid  Edwar Deskriptif | Pelaksanaan mutasi di pemeritahan
“Analisis Kualitatif | provinsi  sulawesi  selatan  sudah
pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan
mutasi  jabatan perundang-undangan.

@paratur sipil
"Degara di lingkup
2018

Pemerintahan

nery wisey]
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ﬁrovinsi sulawesi

Eelaksanaan
Mutasi jabatan di

selatan”
Muh.Wahyu Deskriptif | Mutasi  jabatan di  pemerintahan
™Analisis Kualitatif | kabupaten Luwu Utara diselenggarakan

dalam rangka penyegaran organisasi
agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS

6uep¢n-6uepun 1Bunpuien | e1dio HeH

1laquins ueyngaiusiu uep uewmueauaw edue) Wi siny eAley ynunas neje ueibeges dynbuaw Buelejq '

Pemerintahan serta untuk peningkatan karir PNS.
kabupaten  luwu

@ara” 2012

Z
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5 Perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan peneliatan
=

ini;’]adalah penelitian terdahulu menunjukkan bahawa penyebab mutasi di
seb;dbkan oleh prestasi kerjaseperti tidak terpenuhinya kompetensi kerja dan
standar prestasi kerja sedangkan penelitian ini yang menyebabkan mutasi di
BKPSDM adalah faktor administrasi seperti tidak sesuainya kualifikasi jabatan,

kualifikasi pendidikan dan kualifikasi kepangkatan. Faktor fisikologis Seperti

Rasa sungkan, rasa egois, rasa malu dan rasa bersalah.

2.8, Pandangan Al-Qur’an Tentang Pengembangan Sumber Daya

4]
Mahusia
3
&  Al-quran menjelaskan kepribadian manusia dan ciri-Ciri umum yang
mé@berikan pembedaan/perbedaan dengan makhluk lain. Al-Qur*an juga
meilyebutkan sebagai pola dan model umum kepribadian yang banyak terdapat
1]
h(
pada semua masyarakat.
«
2. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah penciptaan atau membawa
w

manusia itu kembali kepada fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi ini sebagai

ue

mampa firman allah dalam surah al-bagarah ayat 30 :

nery wisey] jrek
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< o 2 l 07 y LA
Artihya: Ingatlah  ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat:
“sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang kholifah di muka bumu’ mereka
berkata : " mengapa engkau hendak menjadikan (khlifah) di bumi, itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
sepantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan eangkau? Allah
be¥firman: ‘“sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui ( al-

bagarah : 30).

v Untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik dan bertanggung
ja\:ab terhadap apa yang di amanahkan menjadi seorang khalifah di permukaan
bumi ini di perlukan suatu pelatihan dan pengembangan dengan tujuan untuk
memperbaiki sikap,prilaku,keterampilan dan pengetahuan para pegawai sesuai
dengn keinginan instansi proses pelatihan dan pengembangan di lakukan
guna untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya sekarang maupun masa yan

g akan datang. Sebagaimana firman allah dalam al-quran surat ar-ra“d ayat 11

sebégai berikut :

Aj1s

Argnya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya
bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki
keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak
ada pelindung bagi mereka selain Dia ( QS. Ar-ra“d :11).
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Defenisi Konsep

Adapun konsep operasional yang di ajukan dalam penelitian ini dengan

1 “ Analisis Mutasi Jabatan Eselon Empat Di Kantor Badan Kepegawaian dan

gembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar”, dalam penelitian ini

Mutasi

Mutasi pegawai adalah perpindahan pegawai dari suatu instansi ke instansi
lain. Baik itu dalam suatu daerah bisa juga dari luar daerah, mutasi ini juga
bisa terjadi dalam instansi, misalnya dari unit kebagian unit lainnya,
mutasi pegawai juga dapat terjadi karena instansi mengalami ekspansi
karena adanya lowongan yang harus segera diisi.

Jabatan

Jabatan adalah sekumpulan kependudukan (posisi) yang memiliki
persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Dalam kegiatan analisis
jabatan, suatu pekerjaan dapat di duduki oleh suatu orang atau beberapa
orang yang tersebar di berbagai tempat.

Pegawai

Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ,di angkut oleh pejabat
yang berwenang dan di serahi tugas dalam suatu jabatan yang di beri hak
dan kewajiban yang di atur menurut peraturan perundang undangan yang

berlaku.
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2.10.

Badan Kepegawaian Daerah

40

Badan Kepegawaian Daerah adalah perangkat daerah dibawah dan

bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, yang di

bentuk untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan Manajemen

Pegawai Negeri Sipil,

kewenangan otonomi daerah dalam rangka

pelaksanaan tugas desentralisasi dan menangani masalah Kepegawaian.

Konsep Operasional

A Referensi Indikator Sub Indikator
Amalisis Pelaksanaan | 1.Analis Jabatan 1.Uraian  Jabatan  (Job
Mutasi Pejabat Description)
Eselon 2.Persyaratan Jabatan
(Job Specification)
2.Daftar usulan mutasi 1.Analisis kebutuhan dan
penyediaan
2.Penyusunan bahan daftar
usulan mutasi
3.Sidang baperjakat 1.Analisis membentuk Tim
baperjakat
2.Seleksi Kualifikasi
pegawai
W 4.Persetujuan bupati dan | 1.Legitimasi atas kebijakan
= mengeluarkan SK kepala Daerah
o 5.Pelantikan 1.Seremonial  penguatan
@ hukum
Sumber: PP Nomor 13 tahun 2002 pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.
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N\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
\_Crl 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
[

= - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
llw/en b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sy 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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= BAB Il
-
2] METODE PENELITIAN
o
3.5Jenis Penelitian
3
— Menurut Sugiono (2012:11) jenis penelitian yang digunakan dalam
=ck
penrelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang
Z

digunakan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
o

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel
Q

sat@dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan
mgnganalisa Proses dan kenda Mutasi pejabat eselon pada kantor Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabuapten Kampar .
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian
untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian dilakukan
di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
K%’upaten Kampar . Waktu penelitian adalah bulan November 2020 sampai bulan
Jar;:tari 2021.

3.33enis dan Sumber Data

]

©  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

u

kuéitatif. Bagdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan
w

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
Q

deskriptif berupa kata kata tertulis atas lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dagat diamati.
(5]

42
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©

0335 Kemudian peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif karena sifat
-

peneliti yang mencoba untuk meneliti sebuah fenomena yang realitas terjadi di
o

kehidupan sehari-hari. Serta tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah untuk

3
menggali secara mendalam apa yang menjadi faktor-faktor Keberhasilan dan

=ck
Kendala Dalam Pelaksanaan Mutasi Pejabat Eselon Pada Kantor Badan

Z
Kepegewaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.

c

Mé&ka dipandang perlu untuk menggunakan metode penelitian yang memiliki
Q

perspektif yang memberikan penekanan terhadap pandangan subyek terhadap
peggalaman-pengalaman yang dialaminya.

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada
untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap.
Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut

3.3.1 Data Primer

g,u*j Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber
o
atayr objek yang akan diteliti. Data primer merupakan data yang didapat dari

sur;fn_ber utama misalnya dari individu atau perseorangan. Yang mana data primer
=

di@roleh melalui wawancara langsung kepada key informan terpilih, serta

dogumentasi dari penelitian khususnya yang terkait dengan keberhasilan Mutasi.

3.82.3 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber sumber lain

[nSJ

yargg telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui

¥ 5]
sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder. Sumber sekunder

nery wisey] ju
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©
m%iputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Bahan-
balri;n sumber sekunder juga dapat berupa artikel-artikel dalam surat kabar atau
m:f;‘alah populer, buku atau telaah gambar hidup atau artikel-artikel yang
ditgmukan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang mengevaluasi atau mengkritisi sesuatu
per:zelitian original yang lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
adiah Undang-undang Aparatur Sipil Negara.
3.4ZJ'eknik Pengumpulan Data
;J_ Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam
pe%)elitian maka peneliti melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :
1. Pengamatan Langsung atau Observasi
Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang
diselidiki. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui
pengamatan peneliti dengan menggunakan panca indra. Metode
observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku
subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu
dalam keadaan tertentu. Menurut Adi (2010 : 70) tujuan pengamatan
terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam

kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin

mengetahui frekuensi suatu kejadian.
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Wawancara

Wawancara, yakni bentuk komunikasi antara peneliti dengan para
pegawai secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh
informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dalam
melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan
mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Peneliti menggunakan
wawancara mendalam untuk mendapat data-data dari informan atau
narasumber karena penelitian yang bersifat kualitatif. Sehingga tidak
menggunakan populasi dan sampel lagi. Dan juga peneliti
mewawancarai masyarakat. Nama-nama informan dalam penelitian ini

adalah sebagai beriku:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

N | NAMA JABATAN JUMLAH
O
1 | Zulfahmi, SH, MH Kepala Badan BKPSDM 1
2 | Syrifuddin,S.Sos, MT Sekretaris 1
3 | Yesni Villia, S.IP, M.SI | Bidang Mutasi dan Promosi 1
4 | Jufrizal Subbid Pengembangan Karir dan 1
Promosi
5 | Ade Rinaldi Subbid Mutasi. 1
6 | Fanny Angga Agusta Kepala Subbidang Perencanaan 1
S.Kom Anggaran dan Pembangunan
Pada
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah Kabupaten Kampar.
7 | Wahyu Safitri,SE Kepala Seksi Keselamatan dan 1
Lingkungan Perhubungan Pada
Dinas Perhubungan Kabupaten
Kampar.
8 | Riki Pratama, S.T. Kepala Bidang Pengadaan 1
Pemberhentian dan Informasi
Kepala Sub.bidang Kepangkatan
Pada Badan Kepegawaian dan
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©
035 Pengembanga sumber Daya
s Manusia Kabupaten Kampar.
© |9 | Isdamora S.KOM Kepala seksi Pindah Datang dan 1
© pendatan Penduduk Dinas
o Kependudukan dan Pencatatan
3 Sipil Kabupaten Kampar.
- Jumlah Informan Penelitian 10 Orang
2
(=
3. Pokumentasi
w
= Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana
=

dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan

'y

yagg akan diteliti dan nantinya akan dipelajari, dikaji dan disusun atau
dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan
informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi
dokumen merupakan pelengkap dai penggunaan metode observasi dan wawancara
dalam penelitian kualitatif.

3.5,9\nalisis Data

Sugiyono (2012:335) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses

81s1 23123

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

=
Jm512 ﬂu N2D1uw

ancara catatan lapangan, dan dokumentasi. Untuk mengetahui analisis

'I'I

or-faktor perkembangan Desa dan Strategi dalam keberhasilan Desa Gunung

U)

-dalam evaluasi perkembangan desa, penulis menggunakan metode analisa

Q_
%ng yo A

riptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci
mengenai Pelaksanaa Mutasi Pejabat Eselon Pada Kantor BKPSDM Kabupaten

par Serta kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk

(gue

nery wisey] jged
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tabel yang dilengkapi dengan menguraikan data serta mengaitkan dengan teori
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©

daﬁfmemberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing
-~

masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil
o

kesimpulan serta saran.
— Langkah-langkah analisis data pada penelitiankualitatif menurut Miles
=ck

and:Huberman dalam Sugiyono (2012:337)adalah sebagai berikut:
Z -

1..Reduksi Data
w

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

B

peAyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari
ca%tan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan penulis
adalah analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang
yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai Keberhasilan Desa Gunung
Sari dalam Indeks Desa Membangun di Indonesia dengan cara sedemikian rupa
sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2.Penyajian Data

Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola

>0
(=

) 2181e[g 23e3§

ngan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Peneliti melakukan
pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada proses reduksi data.
Pengecekan tersebut di data yang digunakan dapat dimungkinkan untuk
digdlakannya suatu kesimpulan.

w
3.Verifikasi

o

o Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara
apg)ila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

93]
tahappengumpulan  data  selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

nery wisey ji
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)
di%mukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

i
“kansisten saat peneliti kembali ke lapangan

o

» Kesimpulan yangdikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3
Pada tahap penarikankesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami,

e
menganalisis, dan mencarimakna dari kata yang dikumpulkan.Akhirnya setelah

Z
data terkumpul akandiperoleh suatu kesimpulan.Kesimpulan yang didapat adalah
c

befflasarkan penyajian data yang ada. Uraianhasil penelitian dirangkum dalam
Q

suatu keterangan mengenai hasil penelitiantersebut. Keterangan tersebut adalah
1Y)

haSil pengecekan ulang tentangfenomena di lapangan yang terjadi, setelah di

bandingkan dengan teori yang ada diadakannya suatu penarikan kesimpulan/

verifikasi.

nery wisey] juieAg uejing jo AJIsIaArun drwesy ajeis
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

dio jeH ©

4.1 Sejarah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

?.Kabupaten Kampar
x Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

n A

—pemerintahan daerah, maka pemerintah kabupaten/kota telah diberi

S

= wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri
w

=
© berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan hal

s

é'tersebut kabupaten kampar pernah menjadi daerah kabupaten percontohan di
Provinsi Riau sebagaimana implementasi dari Undang-undang yang lama
(Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974).

Berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Badan Administrasi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok “ Membantu Bupati dalam

melaksanakan Administrasi Kepegawaian Daerah serta melaksanakan

elq

= Pendidikan dan latihan, serta Penelitian dan Pengembangan Kepegwaian

[S1

S
N
S
Q
=

Maka pada tahun 2001 terbentuklah Badan Administrasi

aruue

‘Kepegawaian dan Diklat (BAKD) Kabupaten Kampar, kemudian pada tahun

ATU

2009 BAKD berganti nama menjadi Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

ISIo

Z Kabupaten Kampar sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Kerja Daerah Kabupaten
Kampar, Selanjutnya sesuai Perda No. 64 Tahun 2016 tanggal 28 Desember

2016 berganti nama menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

g uej[ng jo 43

ek

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar.

49
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©

4.% Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

-
©  Manusia Kabupaten Kampar

Visi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kampar adalah: “Menjadikan BKPSDM  sebagai
lembaga pembinaan dan pengembangan PNS yang profesional dan sejahtera”.

Misi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

NS NIN Y!iw ejd

2 Manusia Kabupaten Kampar adalah:

e

A a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKPSDM dan kualitas sarana dan
1))
= prasarana kerja.

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah

kabupaten kampar.

c. Meningkatkan penataan sistem pelayanan manajemen kepegawaian.

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang
w

%dimaksud sesuai dengan Perda Nomor 64 Tahun 2016, Badan Kepegawaian

o

an Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempunyai fungsi

e

~ sebagai berikut:

n

Z1. Merumuskan Kkebijakan pemerintah kabupaten di bidang administasi
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pengembangan pegawai.
Melaksanakan pengangkatan, pemindahan (mutasi) dan pemberhentian
PNS daerah sesuai dengan norma dan standar kepegawaian yang berlaku.

Menyiapkan dan menetapkan pensiun PNS daerah.

neny wisey] juedg yejng jp Ajrsiaa
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organisasi dan kepegawaian.

Melaksanakan tugas lain yang diserahkan bupati.

Melaksanakan kegiatan pembangunan kapasitas pegawai.

Menyusun rencana kerja dan program pengembangan bidangnya.

51

Melaksanakan pengkajian terhadap kebutuhan pegawai, ketersediaan

jabatan serta penelitian dan pengembangan struktur dan fungsi-fungsi

PROMOSI
YESNI VILLJA, SIP,M.Si

APARATUR
NURMINI, SH

SUBBID MUTASI
RAHMAT SAPUTRA,
S,Pt

el

SUBBID PENILAIAN DAN
EVALUASI KINERJA JABATAN
STRUKTURAL
RIKA Rll\llATA, SE

PEMBERHENTIAN INFORMASI
RIKI PRATAMA, ST

SUBBID PENGADAAN DAN
PEMBERHENTIAN
USMAN, S.Sos

=)
)
o
3
<
3
@
=
e}
=
g
w
@
o
0
o
8.
3
E’.
)
c
w
@
c . .
a 4.4 Struktur Organisasi
— ¥
5 . .
2 Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
(]
£ .
= “Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah
3,
5 Kabupaten Kampar Nomor 64 Tahun 2016 sebagai berikut:
S
3 Struktur Organisasi BKPSDM
g
O
)
= KEPALA BADAN
5 ZULFAHMI, SH,MH
=
Y]
o |
8 PENINGKATAN SEKRETARIS
- FUNGSIONAL SUARIFUDDIN,S.Sos,MT
3
® W
$d g
SUBBAG PENYUSUNAN
% m SUB BAGIAN UMUM PROGRAM K:SESQGAN
= = DAN KEPEGAWAIAN SURYA DARMA PUTRA, Dra. Hj.
Lg w NENI LUSIANA, SE ST MASRIANA
v | : \ | 1
2 = | |
B. MUTASI DAN B. PENILAIAN KINERJA B. PENGADAAN DAN B. PENGEMBANGAN

KOMPETENSI APARATUR
HADINUR RAHMAN, S.STP

SUBBID DIKLAT
PENJENJENGANROI MARTEN,
ST

SUBBID

KEPANGKATAN
DAMYATUL UTRA,
S.STP

SUBBID PENILAIAN DAN
EVALUASI KINERJA JABATAN
FUNGSIONAL
DERY ANTONI, ST

SUBBID DATA DAN INFORMASI

JUPRIZAL

(g ue

L

SUBBID DIKLAT TEKNIS
FUNGSIONAL
SUMARNI

SUBBID PROMOSI
VITA YANTI

SUBBID DISIPLIN DAN
PENGHARGAAN
SUSILAWATI BATUBARA, SE

SUBBID FASILITASI PROSESI ASN

ARDHI, S.Kom

nery wisy

SUBBID PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
APRIPAL, ST
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4.5 Uraian Tugas (job description)

-
©A. Tupoksi Umum

nety e)sng NIN %t iw eid
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1. Kepala Badan

Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi pada BKPSDM

Kabupaten Kampar yang memiliki tugas sebgai berikut:

a.

Membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang
kepegawaian, diklat, organisasi dan tata laksana dalam perencanaan
perumusan kebijakan umum.

Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan
semua kegiatan badan.

Merumuskan program Kkerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

. Membina terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di

lingkungan badan.

Mengkoordinasikan hubungan kerjasama dengan semua lembaga
pemerintahan daerah untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
Merumuskan sasaran yang akan dicapai badan dalam pelaksanaan

tugasnya.

. Mengevaluasi hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas/kegiatan

secara terus menerus.

Melaporkan dan mempertanggung jawabkan tugas badan secara
taktis operasional dan teknis administrasi kepada kepala daerah.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah

sesuai dengan bidang tugasnya.
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2. Sekretaris

3.

Sekretaris Badan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum di lingkungan badan
Merumuskan rencana anggaran rutin dan pembangunan badan

Menyelenggarakan kegiatan rumah tangga badan

. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum di

lingkungan badan.

Merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Merumuskan dan mengelola data untuk bahan informasi di bidang
tugasnya serta mengajukan usul pemecahan masalah dan
pertimbangan kepada kepala badan dalam menetapkan kebijakan
teknis.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya kepada kepala
badan.

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun tugas pokok dari sub bagian umum dan kepegawaian adalah

mlaksanakan tugas dibidang umum dan kepegawaian. Adapun uraian

tugas dari sub bagian umum dan kepegawaian adalah:
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. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data sertaa

informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi umum.

. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan

petunjuk teknis di bidang administrasi umum.

. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan bidang administrasi.

. Mencari, mengupulkan, menghimpun dan mengelola data informasi

yang berhubungan dengan perlengkapan dan rumah tangga badan.

. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaa, pedoman dan petunjuk

teknis di bidang perlengkapan dan tumah tangga badan.

. Meninventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan bidang administrasi umum dan bidang perlengkapan, rumah

tangga badan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

. Mengumpulkan, mensistemsiskan, memlihara dan menyajikan data

barang yang meliputi jenis, sifat, harga, ukuran dan lain-lain.

. Menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
Menyiapkan administrasi pejalanan dinas pejabat dan pegawai di
lingkungan badan.

Menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat intern badan.

. Menyiapkan administrasi perjalanan dinas pejabat dan pegawai di

lingkungan badan.
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I. Menngolah surat masuk dan surat keluar serta mengatur pembuatan

nomor surat keluar, surat keputusan, nota dinas dan surat lainnya.

m. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada sekretaris.

n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sekretaris sesuai bidang

tugasnya.
4. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta
informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan.

b. Menyiapkan bahan penyususnan, kebijaksanaan, pedoman dan
petunjuk teknis bidang keuangan badan.

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
yang berhubungan dengan keuangan.

d. Menghimpun badan, mengkoordinasikan penyusunan program
keuangan badan meliputi anggaran rutin dan pembangunan.

e. Menyiapkan bahan perhitungan perubahan dan perbaikan anggaran
rutin dan pembangunan.

f.  Melaksanakan koordinasi pembinaan administrasi keuangan badan.

g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang keuangan.

h. Memantau pelaksanaan administasi keuangan badan.
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Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada
sekretaris.
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai

dengan bidang tugasnya.

5. Sub Bagian perencanaan dan Pengendalian

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok

sebagai berikut:

a.

Menghimpin dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan
lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana kegiatan
dan pengendalian di lingkungan badan.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data
informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana kegiatan
dan pengendalian di lingkungan badan.

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian di lingkungan
badan.

Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan badan.
Membuat rencana kerja kegiatan rutin dan pembangunan.
Mmembuat rencana pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan.

Menghimpun bahan pembuatan laporan tahunan berdasarkan

rencana kegiatan dan hasil pengendalian kegiatan badan.
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Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada
sekretariat.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai

dengan bidang tugasnya.

6. Sub Bidang Mutasi Jabatan

Sub Bidang Mutasi Jabatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a.

Melaksanakan pengangkatan jabatan dalam lingkungan
pemerintah kabupaten.

Melaksanakan proses pemindahan jabatan di lingkungan
pemerintah kabupaten.

Melaksanakan proses pemberhentian pejabatan pemerintah
kabupaten.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta
informasi yang berhubungan dengan mtasi struktural dan
fungsional.

Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
di bidang mutasi jabatan kepegawaian.

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
bidang mutasi jabatan struktural dan fungsional dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahannya.

Melakukan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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Menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan surat keputusan
tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural
dan fungsional.

Meneliti bahan-bahan kelengkapan mutasi , pemberhentian PNS
Menyiapkan bahan kelengkapan persyaratan pensiun.
Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan kepala bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

7. Sub Bidang Mutasi Non Jabatan

Sub Bidang Mutasi Non Jabatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

Melaksanakan penyelesaian administrasi PNS vyang tidak
memegang jabatan struktural dan fungsional.

Melaksanakan proses pemindahan PNS yang tidak memegang
jabatan struktural dan fungsional.

Melaksanakan proses pemberhentian PNS yang tidak memegang
jabatan struktural dan fungsional.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta
informasi yang berhubungan dengan mutasi non jabatan struktural
dan fungsional.

Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
di bidang mutasi non jabatan struktural dan fungsional.
Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
bidang mutasi non jabatan struktural dan fungsional dan

menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya.
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Melakukan koordinasi dengan unit Kkerja instansi terkait dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan surat keputusan
tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai non jabatan
struktural dan fungsional.

Menyiapkan permintaan NIP dan Karpeg.

Meneliti bahan-bahan kelengkapan mutasi , pemberhentian PNS
Menyiapkan bahan kelengkapan persyaratan pensiun.
Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan kepala bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

8. Sub Bidang Pembinaan Disiplin

Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Korp mempunyai tugas pokok

sebagai berikut:

a.

b.

Melakukan proses penyelesaian administrasi PNS.

Melakukan pembinaan disiplin pegawai.

Melaksanakan proses administrasi hukuman, sanksi terhadap
aparatur pemerintah kabupaten kampar.

Melaksanakan proses administrasi pemeriksaan terhadap pegawai
yang melanggar disiplin.

Mengumpulkan dan memproses bahan penyusunan rencana
formasi serta pemberian penghargaan pegawai dan tanda jasa serta

pembinaan mental pegawai.
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Menghimpun bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
tentang pembinaan kedudukan hukum pegawai.

Menghimpun bahan dalam rangka penyelesaian masalah
kepegawaian yang berhubungan dengan pelanggaran peraturan
kepegawaian.

Menyelesaikan masalah kependudukan hukum pegawai.
Memproses penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun
pegawai yang meninggal dunia.

Memproses cuti, penggantian nama, permintaan izin menjadi
anggota partai politik.

Menyusun daftar urut kepangkatan di lingkungan pemerintah
kabupaten kampar.

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada bidang administrasi.
Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan kepala bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

9. Bidang Organisasi

Bidang Organisasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a.

b.

Memimpin sub bidang yang ada dibawahnya.

Mengumpulkan dan mengelola data yang berkenaan dengan
kelembagaan, ketatalaksanaan serta analisa dan kebutuhan jabatan.
Membina hubungan kerjasama yang serasi dengan instansi lain

terkait dengan tugasnya.
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Mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk menyusun rencana
kegiatan berkenaan dengan bidang tugasnya.

Mempersiapkan bahan yang dibutuhkan guna perumusan
kebijakan yang berkenaan dengan bidang tugasnya.

Memberi bimbingan dan petunjuk teknis yang berkenaan dengan
bidang tugasnya.

Memberikan usul dan saran kepada kepala badan berkenaan
dengan bidang tugasnya.

Memantau dan mengevaluasi situasi dan kondisi serta
perkembangan pelaksanaan tugas.

Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada kepla
badan.

Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan kepala badan sesuai

dengan bidan tugasnya.

10. Sub Bidang Kelembagaan

Sub Bidang Kelembagaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta
informasi yang berhubungan dengan bidang kelembagaan.
Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis

di bidang kelembagaan.
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Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
bidang kelembagaan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahannya.

Melakukan koordinasi dengan unit Kkerja instansi terkait dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk, teknis
pembinaan kelembagaan di lingkungan pemerintah kabupaten.
Meneliti dan menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang
penyempurnaan, pengembangan, pembentukan dan penghapusan
satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten.
Menyiapkan bahan pengajuan peraturan kabupaten kampar di
bidang kelembagaan.

Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi susunan organisasi dan
tata kerja kelembagaan di lingkungan pemerintah kabupaten.
Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada kepala
badan.

Melaksanakan tugas lain yang diserahkan kepala bidang organisasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Sub Bidang Ketatalaksanaan
Sub Bidang Ketatalaksanaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta

informasi yang berhubungan dengan bidang ketatalaksanaan.
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Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
di bidang ketatalaksanaan.

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
bidang ketatalaksanaan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahannya.

Menghimpun, mempelajari  peraturan  perundang-undangan
petunjuk dan pedoman kerja serta bahan-bahan lainnya di bidang
tata kerja dan prosedur kerja

Mencari, mengumpulkan dan mengelola data serta informasi
tentang pengembangan prosedur dan tata kerja.

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
tentang pembakuan prosedur dan sistem kerja.

Mencari, mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka
penyusunan standarisasi perlengkapan.

Mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan pengawasan melekat.
Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada kepala
badan.

Melaksanakan tugas lainnya yag diserahkan kepala bidang

organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Sub Bidang Analisi Jabatan dan Kebutuhan Jabatan
Sub Bidang Analisi Jabatan dan Kebutuhan Jabatan mempunyai tugas

pokok sebagai berikut:
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Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta
informasi yang berhubungan dengan bidang analisa kebutuhan
jabatan.

Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
di bidang analisa kebutuhan jabatan.

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
bidang analisa kebutuhan jabatan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahannya.

Menghimpun, mempelajari  peraturan perundang-undangan
petunjuk dan pedoman kerja serta bahan-bahan lainnya di bidang
tata kerja dan prosedur kerja

Mencari, mengumpulkan dan mengelola data serta informasi
tentang pengembangan prosedur dan tata kerja

Meneliti dan menyiapkan rancangan perda tentang kompetensi dan
syarat jabatan.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa jabatan di
lingkungan pemerintah kabupaten.

Merumuskan uraian jabatan baik struktural maupun fungsional
dan non jabatan.

Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada kepala
badan.

Melaksanakan tugas lain yang diserahkan kepala bidang organisasi

sesuai dengan bidang tugasnya.
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13. Sub Bidang Peningkatan dan Pengembangan Pegawai

Sub Bidang Peningkatan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas

pokok sebagai berikut:

a.

Mengkoorninir kegiatan pengumpulan bahan penyusunan program
pendidikan dan pelatihan pegawai.

Mengkoordinir penyiapan bahan kebijaksanaan, pedoman dan
petunjuk teknis di bidang diklat kepegawaian dan pengembangan
pegawai.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan
kebijaksanaan teknis dan petunjuk teknis.

Mengkoordinir pengumpulkan, menghimpun dan mengelola data
serta informasi yang berhubungan dengan bidang peningkatan dan
pengembangan pegawai.

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
bidang Peningkatan dan pengembangan pegawai dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahannya.

Melakukan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka peningkatan,
pengembangan dan diklat kepegawaian.

Melaksanakan tugas lain yang diserahkan kepala badan sesuai

dengan bidang tugasnya.
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14. Sub Bidang Diklat dan Perjenjangan
Sub Bidang Diklat dan Perjenjangan mempunyai tugas pokok sebagai
berikut:

a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data sertaa
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informasi yang berhubungan dengan bidang diklat perjenjangan
pegawai.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan
petunjuk teknis di bidang diklat perjenjangan.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan bidang diklat perjenjangan
pegawai.

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
bidang diklat perjenjangan pegawai dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahannya.

Melakukan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Mengumpulkan dan menganalisa data kebutuhan pendidikan dan
pelatihan perjenjangan.

Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pengusulan
pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan

perjenjangan.
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Menyusun kebutuhan diklat dan menginventarisasi tingkat
pendidikan perjenjangan.

Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada kepala
bidang.

Melaksanakan tugas lain yang diserahkan kepala bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

15. Sub Bidang Teknik Fungsional.

Sub Bidang Diklat Teknik Fungsional mempunyai tugas pokok sebgai

nely exsns NN dHIw ejdio yeH @

berikut:

a. Menyiapkan konsep pengajuan tunjangan bagi para mahasiswa
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ikatan dinas, tugas belajar dan sumbangan pendidikan lainnya.
Menyiapkan rencana kegiatan jumlah pegawai yang akan
mengikuti diklat teknis fungsional.

Menyusun kebutuhan diklat dan menginvertarisasi tingkat
pendidikan teknis fungsional.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data sertaa
informasi yang berhubungan dengan bidang diklat teknis
fungsional.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan
petunjuk teknis di bidang diklat teknis fungsional.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan bidang diklat teknis fungsinal.



68

permasalahan yang berhubungan dengan

bidang diklat teknis fungsional dan menyiapkan bahan petunjuk
Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada kepala
Melaksanakan tugas lain yang diserahkan kepala bidang sesuai

h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait dalam
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada

wejdio ey @

P’

bab- sebelumnya, maka bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan dan

emukakan saran-saran dan sekiranya dapat dijadika sebagai bahan

3
NIS

peptimbangan bagi pihak pemerintah di Provinsi Riau pada umumnya dan

terftama di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Q

Kabupaten Kampar.
6.1(g Kesimpulan

Mutasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten kampar
dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan cara perpindahan dari
satu unit ke unit lainnya atau dengan cara promosi jabatan atau sebagai
pemindahan kerja atau jabatan lain dengan harapan pada jabatan baru itu dia akan
lebih berkembang, Namun apa yang di harap tidak sesuai dengan yang
se%rusnya, pejabat yang di mutasi di harapkan mampu untuk melakukan

]
pekerjaan dengan maksimal namun kenyataannya mutasi justru mendatangkan

prc;flqlem-problem baru seperti :

1. Proses Pelaksanaan mutasi di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar
sebenarnya sudah sesuai prosedur yang telah di tetapkan dalam
undang-undang namun kepentingan-kepentingan Politik tidak

dapat di hindarkan dalam pelaksanaan mutasi sehingga Keputusan

Ahkhir dari mutasi berada di bawah tangan Pemerintah.

90
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©

g 2. Proses pelaksanaan mutasi tidak terlepas dari faktor-faktor kendala
0_7: dalam pelaksanaan mutasi yang sangat mempengaruhi jalannya
TZ:,‘ pelaksanaan mutasi itu sendiri, yang mana pelaksanaan mutasi di
g Badan Kepegawaaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
; Kabupaten Kampar tidak terlepas dari Kendala administratif
i maupun kendala pisikologis.

6.22.Saran

Q

A Sebagai bagian dari penelitian ini, peneliti akan mencoba memberikan
1))

|

saran-saran yang berkaitan dengan Analisis Mutasi Pejabat Eselon Pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kampar :

1. Mutasi jabatan hak realitasnya harus di realisasikan berdasarkan
ketentuan dan Undang-undang yang berlaku, dan harus mengacu pada
merit sistem kualifikasi,kompetensi dan Kinerja.

2. Untuk mengatasi permasalahan di atas penulis merekomendasikan
organisasi tersebut untuk memperhatikan atau memonitor secara
efektif kondisi kepemimpinan kerja, kedisiplinan kerja, kerjasama
pegawai dengan sesamanya.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, sistem mutasi
pegawai mempunya pengaruh positif terhadap mutasi kerja oleh karna
itu, BKPSDM Kabupaten Kampar juga memperhatikan kualitas dan
kapasitas pejabat yang bersangkutan sehingga mutasi yang di harapkan

menimbulkan nilai-nilai positif bukan sebaliknya.
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DRAF WAWANCARA/INSTRUMEN DI BKPSDM KABUPATEN KAMPAR.
INDIKATOR ANALISIS JABATAN
1. Menurut Bapak/ibu Bagaimana Tahap inpentaris dan Penginformasian Jabatan
Lowongan di BKPSOM ?

2. Menurut Bapak/lbu Apa Saja yang Men|adi Faktor penghambat tahap

Buepun-6uepun 1Bunpuipg e1did yeH

inpentaris dan pengimpormasian [abatan lowongan di BKPSDM ?

3. Menurut Bapak/Ibu Bagal mana dalam Mengatasi Problem Faktor
Penghambat Tahap Inventarls dan Pengimpormasian Jabatan Lowongan di
BKPSOM ?

INDIKATOR DAFTAR USULAN MUTASI

1. Menurut Bapak/ibu Bagaimana Tahap pengusulan dan Proses pencalonan
Pejabat di BKPSOM ?

2. Menurut Bapak/ibu Bagaimana ketepatan pengusulan calon pejabat di

BKPSOM ?
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3. Bagaimana Menurut Bapak/lbu apa saja kendala dan Kesulltan dalam tahap
pengusulancalon pejabat di BXPSDM ?

4. Bagaimana Menurut Bapak/lbu Bagaimana langkah-langkah dalam
penyelesaian problem dalam tahap pengusulan calon pejabat di BKPSDM ?
INDIKATOR SIDANG BAPERJIAKAT

1. Menurut Bapak/Ibu Bagalman tahap seleksi dalam sidang analisls jabatan di

BKPSOM ?
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2, Menurut Bapak/Ibu Apasaja kendala dalam analisls jabatan dan bagaimana
peran dari Pemerintah Daerah ?
3. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana proses dalam penyelesalan masalah dalam

analisis jabatan ?
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1. Menurut Bapak/Ibu Apa saja langkah penyelesaian problem pembuatan SK di
2. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala dan problem dalam pembuatan SK di

3. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana tahap dan proses pembuatan SK di BKPDM ?
1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana proses prapelantikan dan pelantikan di

2. Menurut Bapak/Ibu Apa saja kendala dalam proses pelantikan di BKPSDM

INDIKATOR PERSETUJUAN BUPATI DAN MENGELUARKAN SK

dan bagaimana proses dalam penyelesaiannya ?

INDIKATOR PELANTIKAN

BKPSDM ?
BKPSOM ?
BKPSDM ?
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